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Abstrak
Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kota maupun kabupaten, tidak terkecuali di Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menginginkan kotanya terlihat lebih indah dan rapi, terkendala dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada daerah pedestrian dan ruang hijau. Satpol PP merupakan perwakilan dari pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa penyitaan barang milik PKL, padahal penyitaan hanya dapat dilakukan ketika pelaku telah berbuat sebuah kejahatan bukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satpol PP dapat menyita barang milik PKL dan bagaimana prosedur Satpol PP dalam menertiban PKL.Penelitian hukum ini merupakan peneliti an hukum normatif. Pendektan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, lokasi penelitian di Bojonegoro. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 beserta peraturan yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian wewenang Satpol PP dalam menyita barang PKL di Kabupaten Bojonegoro ada 2 (dua), yakni:Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang milik PKL, dikarenakan berjualan bukan merupakan perbuatan pidana dan Penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui proses yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari Pemerintah mengenai definisi penyitaan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak terjadi kekaburan aturan mengenai penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP.
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Abstract
Polemic about city spatial planning between street vendors has become a problem in every cities and districts, not least in Bojonegoro. District Government of Bojonegoro which wants the city look more beautiful and neat constrained by the presence of street vendors who sell in restricted areas such as sidewalk areas and green spaces. Public Order Agency is representative of the government that has task as enforcement of local regulations, the implementation of public order and public tranquility. Public Order Agency is local apparatus which has tasks in the field to bring order to street vendors. Often Public Order Agency officer fights with the traders because traders felt disadvantaged by Public Order Agency treatment. Treatment can be foreclosure to Street vendors goods, whereas foreclosure can only be done when the preparatory has done a crime but is not an infraction. It will require further research to find out whether Public Order Agency can seize the goods of Street Vendors and how the Public Order Agency procedures in discipline of street vendors. This research is normative legal research. The approach used in this research is statute approach and conceptual approach. There are two data that are used in this research primary and secondary. Those data come from Government Regulation No 6 of 2010 and derivative regulations that exist under it. This research is using qualitative technique. According to the result, the writer concludes that the Public Order Agency authority to confiscate the goods of the street vendors in Bojonegoro.The Public Order Agency do not have authority to confiscate because selling is not a crime and  Confiscation carried out by Public Order Agency can’t be done directly, but must go through to the process that is written in District Regulation of Bojonegoro. It need a further study from the Government regarding the definition of confiscation thats been used on District Regulation of Bojonegoro, so there is no obscurity of rules from the confiscation was meant by Public Order Agency.








Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam melakukan sebuah tindakan yang terkait dengan masalah ketertiban umum tentu ada aturan yang berlaku juga dalam masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini mempunyai prinsip yang tertuang dalam sistem sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, yang disebut dengan good governance. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.​[1]​ Paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari government ke arah good governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyaraat madani.​[2]​
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan Daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 10 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan Pusat hanya sebatas urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama. Selain keenam urusan tersebut dilimpahkan menjadi urusan Pemerintahan Daerah termasuk salah satu diantaranya adalah urusan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.
Sistem yang baik merupakan sistem yang dapat mengayomi masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Sistem yang baik juga tidak lepas dari pengaruh pemerintah sebagai pembuat sistem. Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tolok ukur dari sebuah pemerintahan yang baik dapat dilihat dari masyarakat yang terdapat didalamnya pada akhirnya sistem ada digunakan sebagai jembatan penyambung antara pemerintah dan masyarakat tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga masuk dalam ranah tersebut. Penegakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dapat berupa tindakan pencegahan atau preventif maupun represif sebagai pengendalian atau penyembuhan.​[3]​
Pemerintah melalui sistem dengan kenyataan yang dihadapi dalam masyarakat sangatlah berbeda. Pada kenyataannya peraturan yang dibuat untuk masyarakat juga dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat juga, namun kadang kala juga bertentangan dengan masyarakat hal tersebut juga permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat menselaraskan antara kedua maksud yang berbeda dengan tidak mengurangi kepentingan kedua pihak.
Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut dengan PKL) dapat dicontohkan sebagai permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah tanpa harus mengganggu hak mereka untuk hidup dan mempunyai pekerjaan yang layak. Satu sisi bahwa pemerintah dapat dibantu dengan perputaran ekonomi yang berada pada daerahnya, satu sisi bahwa PKL juga mengganggu adanya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan dan sekitarnya. Istilah PKL sudah lama ada sejak jaman kolonial Belanda, merupakan sebutan bagi pedagang yang berjualan disekitar pedestrian atau jalan untuk pejalan kaki.​[4]​ Pada jaman tersebut pemerintahan kolonial mempunyai peraturan adanya jalan untuk pejalan kaki dengan lebar ruas sebesar lima kaki atau satu setengah meter, adanya hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat hinggi kini disebut sebagai pedagang kaki lima. Ada versi lain mengapa disebut sebagai pedagang kaki lima, dikarenakan bahwa gerobak yang digunakan untuk berjualan mempunyai tumpuan dua buah roda dan satu untuk menjaga keseimbangan ditambahkan dengan kaki penjual maka berjumlah lima buah kaki sehingga disebut sebagai pedagang kaki lima.
Polemik terjadi ketika masyarakat sebagai pedagang kaki lima dengan pemerintah sebagai birokrasi. Permasalahan muncul ketika pemerintah ingin menertibkan pedagang kaki lima dengan dasar sebuah peraturan daerah yang menginginkan bahwa daerahnya menjadi lebih rapi, tertata, nyaman dan jalan dikembalikan sesuai dengan fungsinya. Sisi yang lain pemerintah harus juga memberikan solusi tentang pedagang yang telah digusur, direlokasi atau dipindahkan jangan sampai hak yang seharusnya diterima oleh pedagang tersebut menjadi hilang akibat adanya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah.
Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan Satpol PP) merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.​[5]​ Merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP.
Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya tidak semudah untuk membalik tangan, terlebih lagi dalam melaksanakan kewenangan ini Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Satpol PP harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya yang pada akhirnya sampai pada munculnya konflik dalam hal ini adalah bentrokan yang sering terjadi.
Menghadapi situasi ini Satpol PP harus dituntut dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigm Satpol PP yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuasn kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya perda dan peraturan kepala daerah. Berkaitan dengan eksistensi Satpol PP dalam penegakan huum, sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi daerah, dan tetap memperhatikan hubungan dengan masyarakat. Terkait dengan hubungan dengan masyarakat, hal tersebut harus terus dijaga karena ujung tombak dari penegakan tersebut adalah Satpol PP sehingga secara tidak langsung juga dapat mengharmonisasi hubungan Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
 Berdasarkan hal tersebut penulisan ini ingin menjawab polemik yang biasa terjadi Satpol PP dan PKL, jika penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan secara damai serta tidak melanggar dari hak dan kewajiban antara PKL dan Satpol PP maka tidak akan menjadi masalah. Harus ada solusi bersama antara pihak pemerintah dengan PKL, namun kadang kali Satpol PP melakukan hal yang dirasa kurang sewajarnya yaitu menyita barang dagangan dari para PKL tersebut dengan alasan memberikan efek jera untuk para PKL yang berjualan menyalahi aturan pemerintah, sekali lagi yang perlu diingat bahwa PKL juga mempunyai hak akan pekerjaannya sehingga jika diperlakukan layaknya kriminal.
Pertama yang ingin disampaikan dalam penulisan ini adalah penyitaan merupakan salah satu rangkaian dari sebuah acara pemeriksaan dalam hukum pidana, pada pasal 38 ayat (1) KUHAP disebutan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Pada ayat (2) disebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
Penyitaan seperti yang dimaksud dapat dilakukan oleh penyidik seperti pada kepolisian, atau penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP belum mempunyai dasar yang kuat. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP tidak menyebutkan poin yang menunjukkan Satpol PP memiliki wewenang melakukan penyitaan. Pasal tentang penyitaan Satpol PP harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan untuk dapat melakukan penyitaan. 
Satpol PP harus mengantongi izin dari Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan, dalam keadaan tersebut tentu penyitaan dapat dilakukan jika keadaan perlu dan mendesak dilakukan penyitaan tersebut. Kedua, penyitaan dapat dilakukan jika dilakukan oleh kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam hal ini Satpol PP harus menjadi PPNS terlebih dahulu untuk melakukan penyitaan terhadap barang PKL.
 Hal tersebut merupakan landasan penulis, sehinga perlu analisa lebih jauh mengenai polemik penyitaan oleh Satpol PP tersebut, tindakan Satpol PP dapat dievaluasi dengan landasan yang tepat. Evaluasi tersebut menghindari penilaian yang tidak mendasar, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untu mengulasnya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyitaan Barang Pedagang Kaki Lima Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro”
Penelitian ini mempunyai harapan untuk menjawab segala pertanyaan mengenai wewenang Satpol PP dalam melakukan penyitaan secara jelas. Sehingga dapat menjadi pencerahan bagi para pembaca.

METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya tentang Tinjauan yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap wewenang penyitaan barang pedagang kaki lima (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro). Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data berupa bahan-bahan hukum. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi hukum, yang harus dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.​[6]​ 
Penelitian ini dilakukan di kota Bojonegoro. Pembahasan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peneliti menggunakan dua pendekatan tersebut agar mendapatkan hasil penelitian terbaik karena setiap metode pendekatan mempunyai fungsi yang berbeda: 
1.	Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua produk-produk hukum.​[7]​ Produk-prodok hukum adalah regulasi dan undang-undang yang  terdapat sangkut paut atau yang mengatur tentang Wewenang Satpol PP dalam melakukan penertiban dan terkait dengan penyitaan barang milik PKL.
2.	Pendekatan Konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai konsep upaya Satpol PP dalam menertibkan dan melakukan penyitaan barang PKL. Dilakukan dengan cara menelaah produk-produk hukum teori-teori, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang bersangkut paut dengan permasalahan 
Teknik analisis mengenai bahasan penulisan penelitan ini menggunakan metode Analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar. Sehingga mudah dibaca, diberi arti atau diinterprestasikan kemudian dari analisis bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan yang diuraikan baik secara induktif maupun deduktif.​[8]​ Setelah penarikan kesimpulan maka selanjutnya bahan hukum dapat digambarkan dengan jelas dalam bentuk deskriptif mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap wewenang penyitaan barang Pedagang Kaki Lima Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro serta upaya penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi antara Satpol PP yang menyita barang dari PKL.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
Benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Hal tersebut perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.​[9]​ Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.​[10]​
Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.​[11]​
Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap pengunaan tanpa hak. Menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut:

De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenanren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders ge nouden om de voorwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewn, walke door middle van misdrif of overt reding zijn verkregin voort ge bracht of door voor in de plasts getreden, nate sporen en in beslang ten amen zoder….

Perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.”​[12]​Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.
Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang:​[13]​

1.	Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan: 

a.	Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)); 

b.	Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2)); 

c.	Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)). 

2.	Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dengan sengaja.​[14]​ Hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan; 

a.	Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); 

b.	Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)); 

c.	Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan 

d.	Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)) 


Barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahuh 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan agung, diantaranya adalah sebagai berikut:​[15]​

1.	Penerimaan dari penjualan barang rampasan. 

2.	Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan. 
3.	Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi. 
4.	Penerimaan biaya perkara. 
5.	Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang 

6.	Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak. 
7.	Penerimaan denda.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyelidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “inbesilagneming.”​[16]​
Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.​[17]​

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

1.	Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana; 

2.	Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah peguasaan penyidik suatu benda milik orang lain; 

3.	Benda yang disita berupa benda begerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud; 

4.	Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepetingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).​[18]​

Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dimusnahkan.​[19]​ Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tesebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.
Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan.
M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.”​[20]​ Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan diperguanakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan.
Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.
Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusaknya (hancur) dan habisnya barang sitaan.​[21]​ Barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.​[22]​

B.	Pembahasan
a)	Hasil Wawancara Dengan Kepala Kantor Satpol PP Kab. Bojonegoro
Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan Satpol PP Kab. Bojonegoro mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP terhadap wewenang penyitaan Barang Pedagang Kaki Lima. Penelitian dengan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro berlokasi di Jalan P. Mas Tumapel No. 1 Bojonegoro pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB. Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut: 
1.	Bapak Drs. Arwan, M.Si selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 Juli pukul 09.00-10.30 WIB. 
Wewenang Satpol PP yang dapat digunakan sebagai upaya penertiban terhadap PKL adalah melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Terkait hal tersebut juga Satpol PP juga berwewenang dalam menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 6 huruf a dan b PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.
Terkait dengan adanya PKL menurut penjelasan dari narasumber dahulu PKL adalah orang yang berjualan dengan berpindah-pindah sebelum menetap seperti sekarang. Pada awalnya PKL menggunakan alat berdagang dengan gerobak yang menggunakan dua buah roda dengan satu kayu penyangga, ketika penjual tersebut berhenti sejenak maka yang terlihat adalah dua kaki ditambah dengan tiga buah kaki dari gerobak yang digunakan untuk berjualan sehingga disebut sebagai pedagang kaki lima. Secara etimologi definisi tentang PKL berkembang sesuai jaman dan mempunyai artian bahwa orang yang melakukan kegiatan berjualan dan bertransaksi menggunakan fasilitas umum atau tidak pada semestinya dia berjualan.
Pihak Satpol PP menolak jika wewenang mereka adalah untuk menyita barang mengenai PKL. Pada hal ini petugas Satpol PP menyebutkan mengenai wewenang mereka dalam melakukan penertiban PKL. Petugas Satpol PP hanya melakukan upaya nonyustisial sebagai penegakan. Nonyustisial merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara yng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. 
Anggota Satpol PP juga memberi informasi mengenai daerah yang menjadi larangan untuk dipergunakan sebagai tempat usaha PKL baik dalam waktu siang atau malam. Adapun yang merupakan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:
a.	Sepanjang Jalan A. Yani
b.	Sepanjang Jalan Gajahmada




g.	Sepanjang Jalan P Mas Tumapel
h.	Sepanjang Jalan Hasyim Asyhari
i.	Sepanjang Jalan Imam Bonjol
j.	Sepanjang Jalan AKBP M.Suroko
k.	Sepanjang Jalan Pahlawan

Satpol PP Kab. Bojonegoro juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis PKL yang terdapat di wilayah Bojonegoro, yakni PKL yang mempunyai izin untuk berdagang dan PKL yang tidak mempunyai izin untuk berdagang. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan solusi terkait dengan permasalahan PKL. Para PKL diberi kesempatan untuk berdagang. Para PKL diizinkan untuk berdagang karena merupakan hak masyarakat untuk bekerja. 
 Pada satu sisi yang lain bahwa fasilitas umum atau di depan gedung perkantoran swasta maupun pemerintahan tidak ingin tempatnya digunakan oleh PKL untuk berjualan. Bupati Bojonegoro menanggapi dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut sebagai Perbup terkait dengan penertiban dan pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL di Kabupaten Bojonegoro.
Pada pelaksanaan di lapangan Bupati menugaskan Satpol PP Kab. Bojonegoro dalam menegakkan Perbup tersebut. Bupati mempunyai kebijakan terkait dengan PKL yakni mengenai waktu yang diperbolehkan untuk berjualan yakni mulai pukul 16.00 sampai 24.00 WIB. Adanya Perbup tersebut memberikan jalan tengah bagi PKL dengan masyarakat pengguna fasilitas umum dan pemilik dari perkantoran sehingga, seluruh pihak tidak saling dirugikan.
PKL untuk seluruhnya harus mempunyai izin untuk dapat berjualan yang menggunakan fasilitas umum. Ketentuan perizinan dapat diperoleh melalui syarat yang telah ditentukan, yakni mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai yang ditujukan kepada Bupati melalui Kantor Satpol PP Kab. Bojonegoro. Surat permohonan izin juga harus melampirkan data sebagai berikut:
a.	Salinan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak dua lembar
b.	Salinan  dari Kartu Keluarga (KK) sebanyak dua lembar
c.	Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar
d.	Persetujuan dari pemilik lahan atau bangunan disekitar orang tersebut akan berjualan
e.	Mengisi formulir yang telah disediakan
Perizinan untuk berjualan tersebut mempunyai jangka waktu selama satu tahun setiap periodenya. Pemegang izin juga dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin dalam waktu dua minggu sebelum izin tersebut berakhir. Izin tersebut dapat dicabut ketika pemegang izin melanggar ketentuan yang telah ditentukan, seperti contoh berjualan melanggar batas waktu dan menjual minuman keras dll. Menempati tempat yang tidak sesuai lagi dengan tempat yang tercantum dalam izin yang diberikan.
PKL juga harus turut serta berkewajiban menjaga keindahan dan kerapian kota, sehingga tempat usaha PKL harus dicat sesuai dengan izin yang diterbitkan. PKL juga bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan serta keindahan disekitar tempat kegiatan usaha.
PKL yang tidak mempunyai izin dan tetap memaksa untuk berjualan, maka Satpol PP Kab. Bojonegoro berhak untuk menindak di lapangan. Hal tersebut sebagai upaya penertiban PKL di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dalam satu kali PKL tersebut terkenan sanksi maka PKL dapat mengambil kembali barang dagangannya. Peringatan tersebut sampai pada tiga kali jika tetap berjualan makan akan dilakukan penyitaan kepada barang milik PKL tersebut dan tidak dikembalikan.
Satpol PP Kab. Bojonegoro menjelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan sebagai langkah awal sebelum dilakukannya tindakan penyitaan tersebut. Berikut merupakan penindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Bojonegoro tersebut:
a.	Menghimbau terhadap PKL agar segera membongkar tempat dagangannya sebelum dilakukan penggusuran 
b.	Memperingatkan kepada PKL yang tidak mengindahkan himbauan yang dilakukan sebelumnya
c.	Mentertibkan dengan dengan mengamankan barang dagangan PKL jika tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebelumnya
d.	Memberikan sanksi secara administratif kepada PKL
Penindakan yang terdapat diatas dapat dilakukan jika memang dibutuhkan. Penindakan tersebut juga dilakukan semata-mata untuk menegakan Perda dan Perbup yang tidak lain juga untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.
	Pada dasarnya penindakan tersebut dilakukan terhadap PKL yang menyalahi aturan Perda dan Perbup. Seperti contoh, PKL yang berjualan menyalahi ketentuan tidak berizin atau berdagang diluar waktu yang ditentukan. Hal tersebut menurut Satpol PP dapat dilakukan dan tidak menyalahi prosedur yang ada.  
	Pemberian sanksi bukan hanya tekonsentrasi pada pelaku PKL saja namun Pemerintah Kab.Bojenegoro juga mengatur larangan bertransaksi. Maksud dari larangan bertransaksi adalah konsumen yang membeli barang dari PKL pada fasilitas umum yang dilarang akan dikenai sanksi. Hal ini didukung dengan adanya rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL. Adanya sanksi tersebut melihat bahwa konsumen melihat kemudahan yang ditawarkan oleh PKL. 

“Pada contohnya perkantoran yang tidak mempunyai kantin yang memadai membuat para karyawannya membeli pada PKL didekatnya sehingga PKL yang seharusnya tidak diperbolehkan berdagang di tempat tersebut karena melihat kesempatan yang besar akhirnya mereka membuka lapa dagangannya perkantoran tersebut. Simbiosis ini yang akan dicoba untuk dihentikan dan dirubah menjadi lebih baik.”

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Kepala Satpol PP Kab. Bojonegoro. Perlu diketahui pula bahwa secara periodik dan terjadwal pihak Satpol PP Kab. Bojonegoro melakukan kegiatan operasional penertiban terhadap PKL. Jadwal tersebut dilakukan empat (4) kali setiap bulan, pada minggu kedua dan ketiga, hari Senin dan Kamis. Mulai Pukul 09.00-15.00 dan 19.00-23.00 WIB.
Aparat Satpol PP Kab. Bojonegoro menjelaskan bahwa penyitaan yang dilakukan merupakan upaya terakhir terkait dengan penegakan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Perda yang ada telah mendukung para anggota Satpol PP dalam menertibkan PKL yang berada di Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran administrasi khususnya dalam bidang penertiban PKL. Adanya peraturan terkait PKL diterjunkan pada masyarakat semata mata untuk saling mewujudkan kehidupan masyarakat dan Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih indah, aman dan nyaman. Satpol PP sebagai ujung tombak dalam penegakan peraturan daerah mau tidak mau harus menjaga agar pihak yang terkait tidak saling tumpang tindih. Artinya bahwa di satu sisi bahwa Pemerintahan Daerah menginginkan bahwa kotanya menjadi tertib, di sisi lain bahwa PKL tidak ingin haknya untuk memenuhi kebutuhan hidup terganggu. Untuk itu Satpol PP Kab. Bojonegoro lebih mendahulukan pendekatan persuasif, pada intinya adalah komunikasi dan penegakan secara non yustisial kepada para PKL. 

b)	Pembahasan Mengenai Wewenang Satpol PP Dalam Menyita Barang PKL
Menteri Dalam Negeri mengeluarkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan daripada Permendagri ini adalah sebagai berikut:
a.	Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya
b.	Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri
c.	Untuk  mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan
	Dalam peraturan tersebut Kabupaten/Kota merupakan wilayah yang secara langsung melakukan penataan PKL dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, serta perawatan lokasi PKL. Artinya setiap Kabupaten/Kota harus mengimplementasikan peraturan tersebut. Pada ketentuan peralihan Pasal 55 ayat (2) Permendagri No. 41 tahun 2012 menjelaskan, penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal ini juga termasuk Kabupaten Bojonegoro.
	Hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas banyak menjelaskan bagaimana wewenang Satpol PP Kab. Bojonegoro terhadap PKL yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kab. Bojonegoro menerbitkan Perda pada tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang salah satu didalamnya memuat mengenai hak, kewajiban dan larangan PKL yang berada di Bojonegoro.
	Menjawab apakah Satpol PP dapat melakukan penyitaan terhadap barang PKL khususnya dalam Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini Satpol PP tidak dapat menyita barang dari PKL. Hal tersebut dikarenakan bahwa melihat definisi dari penyitaan tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan perbuatan yang dapat dilakukan untuk dapat mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak ber berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembutian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 
	Hal pertama yang membuat penyitaan tidak dapat dilakukan kepada PKL adalah tidak adanya delik atau perbuatan pidana perbuatan PKL sehingga tidak serta merta Satpol PP melakukan penyitaan dalam melakukan penertiban kepada PKL. Penyitaan dapat dilakukan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam sebuah proses beracara pidana. Nampak jelas bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak dapat dilakukan terhadap PKL yang hanya berjualan pada daerah yang terlarang dan berjualan bukan merupakan sebuah perbuatan pidana yang dapat dikenai sanksi pidana, sehingga tidak dapat diproses melalui acara pidana pula.
	Hal selanjutnya adalah penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik baik dari pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang dalam penyidikan (PPNS). Perlu diketahui bahwa terdapat proses bagi Satpol PP untuk menjadi PPNS, dan tidak seluruhnya Satpol PP Kab. Bojonegoro merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal yang jelas mengenai Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
	Menanggapi dari hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP, mengenai definisi penyitaan yang digunakan oleh Satpol PP Kab. Bojonegoro perlu ada kajian lebih lanjut karena istilah penyitaan yang digunakan merupakan salah satu tindakan dalam sebuah penyidikan. Dimana hal tersebut dapat dilakukan ketika penyidik menemui hambatan dalam mencari bukti maka salah satu wewenang yang dapat dilakukan adalah penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti sebuah tindak pidana. Pengambilan barang PKL secara paksa masih belum diatur lebih lanjut kejelasan terhadap adanya tindakan tersebut. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pengambilan barang secara paksa oleh Satpol PP terhadap PKL. Kadang kala PKL masih belum mengetahui bahwa barang yang dimilikinya dapat diminta kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan. 
	Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah telah berusaha mewujudkan HAM yang tertuang dalam UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (3) bahwa setiap warga berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil. PKL bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, justru PKL merupakan hak dari setiap warga demi mendapatkan pekerjaan. 

c)	Pembahasan Tentang Prosedur Penertiban PKL
Kendala atau hambatan yang dialami oleh Polisi Sektor Genteng Kota Surabaya selaku penyidik dalam menangani kasus perobohan bangunan Sinagoge Beit Hashem adalah sebagai berikut :
Pembahasan mengenai prosedur penertiban PKL juga sudah banyak disinggung pada hasil wawancara. Penegasan mengenai prosedur penertiban PKL ditegaskan melalui Perda Kab. Bojonegoro. Penertiban dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan sanksi administrasi yakni penertiban, perampasan barang sementara, pembongkaran sarana dan prasarana PKL.
Sebelum membahas lebih jauh mengenai prosedur penertiban PKL, perlu diketahui pula mengenai hak, kewajiban dan larangan PKL yang mempunyai surat izin usaha. Hak PKL antara lain sebagai berikut:
a.	Mendapat pelayanan pendaftaran usaha PKL
b.	Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang ditetapkan
c.	Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan
d.	Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usaha PKL
e.	Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra Bank
Kewajiban PKL yang mempunya surat izin usaha adalah sebagai berikut:
a.	Mematuhi ketentuan perundang-undangan
b.	Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
c.	Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha
d.	Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur
e.	Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum
f.	Menyerahkan tempah usaha atau lokasi tanpa menunut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu (1) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah
g.	Menempati tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah
h.	Menyediakan tempat sampah terpilah di tempat usahanya
i.	Memindahkan peralatan dan daganganya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya
j.	Mencegah, kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran
k.	Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Adapun larangan yang diperuntukkan bagi PKL yang mempunya surat izin usaha adalah sebagai berikut:
a.	Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi berjualan
b.	Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditentukan oleh Pemda
c.	Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal
d.	Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha tanpa sepengetahuan dan seizing Bupati
e.	Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi usaha tanpa kegiatan selama satu (1) bulan
f.	Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal
g.	Melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya
h.	Menggunakan badan jalan untuk tempat berjualan, kecuali ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali
i.	PKL yang menggunakan kendaraan dalam usahanya dilarang berdagang ditempat larangan parkir, pemberhentian sementara arau trotoar
j.	Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya
Prosedur tersebut diawali pada operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Bojonegoro, jika pada operasi tersebut pihak Satpol PP menemukan hal yang bertentangan dengan Perda Kab. Bojonegoro maka akan sesegera mungkin untuk ditindak. Berikut merupakan prosedur dalam penertiban PKL:
1.	Bagi PKL yang mempunyai surat izin usaha namun telah melanggar kewajiban dan larangan bagi PKL maka pihak Satpol PP memberikan teguran pertama secara tertulis dan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dan menghindari larangan tersebut
2.	Dalam jangka waktu tujuh (7) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama PKL yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud maka akan dikenakan teguran tertulis yang kedua
3.	Apabila dalam jangka waktu tiga (3) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua. PKL yang bersangkutan masih belum memenuhi ketentuan yang dimaksud maka izin usaha akan dicabut dan diwajibkan membongkar sarana dan prasarana dari lokasi usaha PKL.
4.	Apabila dalam jangka waktu tiga (3) hari kerja setelah dikenakan sanksi pembongkaran sarana dan prasarana tersebut belum dilaksanakan oleh PKL yang bersangkutan maka pihak Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran dan penyitaan barang milik PKL yang bersangkutan secara paksa melalui Satpol PP
5.	Terkait dengan PKL yang tidak mempunyai surat izin usaha seperti yang dimaksud oleh Pemerintah Daerah jika telah diketahui sebelumnya berjualan, maka Pemerintah Daerah langsung melakukan penyitaan dan pembongkaran terhadap saran prasarana milik PKL yang bersangkutan




Dari penelitian dan pembahasan, yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagaimana berikut:
1.	Bahwa  Satpol PP Kab.Bojonegoro berwenang dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penataan dan pemberdayaan PKL menurut wewenangnya dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, namun tidak berwenang dalam menyita barang milik PKL. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dan dilakukan ketika terjadi sebuah kejahatan, PKL bukan merupakan delik sebagaimana yang diatur dalam KUHP. PKL yang dimaksud dan terdapat dalam Kabupaten Bojonegoro terdiri dari dua jenis yakni PKL yang mempunyai surat izin usaha dan PKL liar yang berarti tidak memiliki Surat Izin Usaha. Perda yang ada di Kabupaten Bojonegoro menjadi dasar Petugas Satpol PP Kab. Bojonegoro dalam melakukan tindakan pengawasan dan penertiban barang milik PKL tersebut.
Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Bojonegoro terhadap PKL tidak bisa serta merta dilakukan. Artinya selama PKL tersebut memenuhi persyaratan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan tidak melanggar kewajiban dan larangan yang ada maka Satpol PP Kab. Bojonegoro hanya mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PKL tersebut. Pada saat Satpol PP akan melakukan penertiban maka terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri setempat bahwa PKL yang bersangkutan telah melanggar Perda untuk itu perlu dilakukan penertiban. Penertiban yang dilakukan juga tidak langsung dilakukan perlu adanya surat teguran tertulis sebanyak dua kali untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan kemudian jika masih belum dipenuhi, maka Satpol PP Kab. Bojonegoro memerintahkan untuk membongkar sendiri barang dan sarananya. Jika masih belum dibongkar, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh Satpol PP Kab.Bojonegoro adalah dengan membongkar paksa barang dan menyita barang milik PKL tersebut. Pengecualian bagi PKL yang tida mempunyai surat izin usaha maka Satpol PP Kab. Bojonegoro akan langsung membongkar sarana dan prasarana serta menyita barang milik PKL yang bersangkutan.

B.	Saran
Dari hasil penelitian yang tealah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1.	Pelaksanaan mengenai pengambilan paksa yang dilakukan secara paksa oleh Satpol PP Kab. Bojonegoro perlu untuk dibuat lebih rinci dan spesifik. Perlu ada kajian lebih lanjut, dikarenakan apakah barang PKL yang telah disita pada PKL yang belum mempunyai surat izin usaha masih dapat untuk diambil kembali. Mengingat penyitaan barang merupakan usaha paksa dan digunakan untuk sementara hingga penyidikan telah selesai.
2.	Penulis berpendapat bahwa harus ada perhatian khusus yang harus diberikan oleh beberapa pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan ini.
a.	Satpol PP Kab. Bojonegoro selaku pihak yang secara langsung menangani dan menyelesaikan permasalahan PKL hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi mengenai Perda dan Perbup terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL. Serta lebih mengutamakan usaha non yustisial kepada PKL
b.	Pemerintah Derah selaku pihak yang membuat kebijakan setidaknya perlu membuat peraturan yang tidak merugikan PKL terkait dengan penyitaan barang PKL karena merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan yang layak sesuai dengan amanat UUD RI 1945 Pasal 28D ayat (3) 
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